PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PERHUBUNGAN

Ji. RE. Martadinata Gedung Pelabuhan Loktuan Lantai Il Kel. Loktuan Kec.Bontang Utara
Kota Bontang — Kalimantan Timur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BONTANG
NOMOR : 01 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BONTANG TAHUN 2022

Menimbang ; a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja di
tingkungan Dinas Perhubungan, perlu menetapkan indikator
kinerja utama;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu ditetapkan
dengan Dinas Perhubungan Kota Bontang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembarang Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4641);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan tercantum dalam
lampiran keputusan ini;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU
merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas
Perhubungan menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan
rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja
serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan
dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan:

Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal penetapan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang,
Pada tanggal : 05 Januari 2022
Kepala Dinas, | /
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D . AKkhmad Suharto, M.Si
mbina’Utama Muda

NIP. 196609101986091001



1 Perangkat Daerah

INDIKAT

OR KINERJA UTAMA

. Dinas Perhubungan Kota Bontang

. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan.

Mengkoordinasikan dan memadukan rencana dan program dari masing-masing Bidang dan

Bagian dalam rangka pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan di bidang Perhubungan:

merencanakan, mengkoordinasikan,

membina,

mengendalikan

dan

mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksanaan Dinas Perhubungan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Tugas
3. Fungsi a.
b. Memimpin,
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